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RUU TPKS Atur Kekerasan
Seksual Elektronik

Pembahasan semua inventaris masalah di panja

RUU TPKS telah selesai.

B NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Panitia Kerja (Pan-
Ja) Rancangan Undang-Undang Tin-
dak Pidana Kekerasan Seksual (RUU
TPKS) menyepakati adanya kekeras-
anseksual berbagis elektronik (KSBIE).
Hal tersebut diatur dalam Pasal 7A
RUUTPKS yang telah discpakati oleh
pemerintah dan DPR

Wakil Menterd Hukum dan HAM
[Wamenkumham) Edward Omar
Sharif Hiariej atau Eddy mengata-
kam, denda maksimal untuk perbuat-
an tersebut sehesar Rp 200 juta, Hal
itu mengingat kekerasan scksual
berhasis elektronik adalah kejahatan
tingkat sedang vang merupakan
kategori 4 modified delphi system.

"Kalau kami menyusun itu ada
vang dengan modified delphi system,
itu untuk menentukan aneaman pida-
naitw ada tujuh kriteria, Jadi, kalau
merujuk RKUHP vang sudah disetujui
dlari segi kategord saya pilr cukup baik,
maksimal 200 juta," wiar Eddy dalam
rapat Panja RUUTPKS, Senin (4/4).

Dalam Pasal 7A Aval 1 dijelaskan,
tiga kategori yang dapat dipidana
karena melakukan kekerasan seksual
herbasis elektronik Pertiama, setiap
orang yang tanpa hak melakukan
perckaman dan/ataun mengambil

gambar atau tangkapan lavaryang
hermuatan seksual di Tnar kehendak
alatt tanpa persetujuan orang yang
menjaci objek perekaman, gambar,
atau tangkapan layar,

Kedua, orang yvang tanpa hak
mentransmisikan informasi elektro-
nik dan/atau dokumen elektronik
yang bermuatan seksual di luarke-
hendak penerima vang, ditujukan
terhadap keinginan sekstal. Terakhir,
melakukan penguntitan dan/atan pe-
lacakan menggunakan sistem elek-
tronik terhadap orang vang menjadi
objek dalam informasi atau dokumen
elektronik untuk tujuan seksual.

Ketiga, kategor tersehut dapat di-
pidana karena melakukan kekerasan
berbasis elektronik dengan pidana
pemjara paling lama empat tahun serta
denda paling banyak Rp 200 juta,

Pasal 7A Avat 2; "Dalam hal per-
buatan sebagaimana pada Avat 1 di-
lakukan dengan maksud untuk me-
lakukan pemerasan, pengancaman,
memaksa, menvesatkan, atau mem-
perdaya seseorang supava melaku-
kan, membiarkan dilakukan, atau ti-
dak melakukan sesuatu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama
enam tahun dan/atau paling banyak
Rp o0 juta”

Awalnya, pemerintah mengusul-

kan denda maksimal sebesar Rp 50
juta. Namun, anggota panja RUU
TPKS Irmadi Lubis menilai angka
tersehut sangatlah kecil karena usul-
an-Badan Legislasi (Baleg) DPR ada-
lah sebesar Bp 300 juta. “Kalau begitu,
kita menganggap kekerasan seksual
kejahatan biasa-biasa saja gitu. Kalau
begitircara penginigannya, mohon
maaf Prof, jadi kita berkesimpulan
bahwa kekerasan seksual adalah ke-
jahatan yang biasa-biasa saja.” ujar
Irmadi dalam rapattersebut

Panja-RULLTPKS juga menye-
pakati dua pasal terkait penghapusan
konten atau dokumen vang memuat
konten seksual korban kekerasan
seksual. Namun, dua pasal tersebut
masih disebut sebagai Pasal X dan
Pasal Y. Eddy menjelaskan, Pasal X
Avat1 mengatur pemerintah berwe-
nang menghapus dan/atau pemutus-
an akses informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik vang me-
ngandung muatan tindak pidana
kekerasan seksual.

“Avat 2, ketentuan lebih lanjut
mengenal penghapusan dan/
pemutusan akses informasi elektro-
nik dan/atau dokumen elektronik
vang mengandung muatan tindak pi-
dana kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud pada Avat 1 diatur dengan
peraturan pemerintah,” ujar Eddy.

Selanjutnva dalam Pasal Y Ayat
1 dijelaskan, penyidik berwenang
membuat suatu data dan/atau sistem
elektronik vang terkait tindak pidana

kekerasan seksual. Hal itu agar kon-
ten tersebut tidak dapat diakses, se-
lain untuk prosedur peradilan. "Pe-
laksanaan wewenang sebagaimana
dimaksud pada Avat 1 dilakukan ber-
dasarkan penetapan kepala kejaksa-
an negeri setempat,” ujar Eddy.

Wakil Ketua Baleg, Willy Aditva,
mengatakan, pihaknya tidak bisa me-
nampung seluruh aspirasi terkait ke-
kerasan seksual dalam RUU TPKS.
Salah satunya adalah dicabutnya Pa-
sal 27 Avat 1 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang [nformasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) vang
diusulkan The Institute for Criminal
Justice Reform (ICIR). “Begini, kalau
permintaan semua teman-teman itu
diakomodasi, va mabuklah kita," ujar
Willy.

Pembahasan seluruh daftar in-
ventarisasi masalah (DIM) RUU
TPKS telah selesai dilakukan oleh pa-
nitia kerja. Rencananya, rapat pleno
pengambilan keputusan tingkat [
dapat dilakukan pada Selasa (5/4).
“Jadh, kalau bisa selesai sesuai dengan

Jadwal, besok kita sudah pengambilan

keputusan tingkat 1," ujar politikus
Partai Nasdem itu. med: iramura
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